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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

Menimbang : a. bahwa Kabupaten Tanggamus mempunyai potensi
yang cukup luas dibidang perikanan, baik perikanan
darat maupun perikanan laut yang merupakan
peluang bagi dunia usaha didalam mengembangkan
usaha bidang perikanan dalam rangka upaya
memenuhi kebutuhan masyarakat baik dari segi
kualitas maupun kuantitas;

b.

c.

d.

e.

bahwa perikanan merupakan salah satu sumber
pencarian sebagian penduduk Kabupaten Tanggamus
yang berprofesi sebagai petani nelayan;

bahwa dalam rangka terwujudnya sistem usaha
perikanan yang sehat dan perlindungan terhadap
petani nelayan, maka perlu pengaturan dibidang
usaha perikanan melalui perizinan;

bahwa dalam rangka penerbitan perizinan dibidang
perikanan memerlukan biaya penelitian, pengawasan
dan evaluasi, disamping itu perlu menggali
Pendapatan Asli Daerah sehingga terhadap perizinan
perlu dipungut Retribusi Daerah;

bahwa untuk maksud huruf a, huruf b, huruf c, dan
huruf d tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209;



2. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang
Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 02, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3667);

3.

4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4355);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun
2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5073);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5145);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;

13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha
Pembudidaya Ikan;

14. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan
Tangkap;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
Kabupaten Tanggamus (Lembatan Daerah Kabupaten
Tanggamus Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13);

16. Peraturan daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanggamus Tahun 2010 Nomor 48);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

dan

BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA
PERIKANAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintah daerah.

3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Tanggamus.

5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tanggamus.

6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perizinan
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

7. Badan adalah Bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseorangan
Terbatas, Perseroan, Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha
Milik Negara atau Daerah dengan nama dalam bentuk apapun
Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau
Organisasi sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap,
serta bentuk badan usaha lainnya.

8. Perluasan Usaha Penangkapan adalah Penambahan jumlah kapal
perikanan dan/atau penambahan jenis kegiatan yang berkaitan yang
belum tercantum dalam Izin Usaha Perikanan.

9. Perluasan Pembudidaya Ikan adalah Penambahan areal lahan
dan/atau penambahan jenis kegiatan usaha diluar yang tercantum
dalam Izin Usaha Perikanan.

10. Usaha Perikanan adalah Semua usaha perorangan atau badan
hukum untuk menangkap, membudidayakan ikan termaksud
kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengawetkan untuk tujuan
komersial.


